
 

 

 
 

416 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 416-422 

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT 

TORAJA 

 

Ulda Aprina Timbin 1, Adensi Timomor 2, Yoan Barbara Runtunuwu 3 

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA 

 

Correspondence 

Email: Uldaaprinatimbin@gmail.com, 

adensitimomor@unima.ac.id, 

yoanruntunuwu@unima.ac.id   

No. Telp:  

Submitted 17 Mei 2025 Accepted 20 Mei 2025 Published 21 Mei 2025 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pembagian harta warisan 

berdasarkan hukum dan Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum 

adat Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang sering dan lazim 

digunakan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan warisan  

Toraja di kenal dua bentuk pembagian warisan yakni Ba’gi; yaitu pembagian harta warisan pada saat pewaris 

masih hidup, cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh 

penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. Pa’tallang; yaitu proses pembagian harta warisan 

yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak berdasarkan jumlah 

pengorbanan ( tanggung jawab) pada saat upacara adat kematian orang tua. Sisa dari harta orang tua setelah 

melalui ba’gi kemudian menjadi warisan dalam pa’tallang. Harta warisan kemudian dinilai (ditassere’) dan dibagi 

sesuai pengorbanan. 

Kata kunci : Hukum Adat, Warisan ,Pembagian 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat 

merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat 

kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. 

 Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: “Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

 Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta brurat akar pada 

kebudayaan pada kebudayaan tradisional sebgai perwujudan rakyat yang nyata dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia1.Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam 

tatanan lingkungan sosial, sehingga dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam 

membahas hukum adat di indonesia. Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) 

sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan 

ini mengarah pada suatu “kebiasaan”, yaitu serkain perbuatan yang pada umumnya harus 

berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan.2 

Peristiwa hukum yang biasa terjadi pada manusia adalah masalah pembagian harta warisan. 

Hal ini disebabkan manusia hidup tidak untuk selamanya, pada suatu waktu manusia akan 

meninggalkan segalannya termasuk harta benda. Akibatnya, harta yang ditinggalkan sering 

menjadi problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta warisan atau pusaka, akan 

 
1 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Impelementasi Hukum di Indonesia. (Rajawalim 

Pers, jakarta, 2004) Hal 112 
2 Gede AB Wiranat. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa. (Citra Aditya Bakti, 
2005).Hal 3 

mailto:Uldaaprinatimbin@gmail.com
mailto:adensitimomor@unima.ac.id
mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id


 

 

 
 

417 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 416-422 

bertambah rumit manakala di antara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, 

sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak hanya permusuhan antara satu dengan lainnya 

sulit dipadamkan, akhirnya dalam penyelesaianya melalui pengadilan dan upaya lainnya. 

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses 

pewarisan. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya 

merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. 

Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan 

mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan 

pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam 

proses pewarisan.  

Hukum adat setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda berdasarkan adat 

mereka masing-masing. Keanekaragaman hukum adat waris merupakan kekayaan nilai-nilai 

budaya bangsa, sebagai pranata hukum tradisional (hukum adat) masyarakat yang sangat 

berharga dalam rangka pengembangan hukum nasional Indonesia. Demikian halnya hukum 

waris adat yang terdapat di Tana Toraja Sulawesi Selatan. 

Hukum adat yang berlaku di Toraja masih sangat dirasakan karena setiap hari masih 

bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari aspek perkawinan secara adat, 

menampilkan anak,dan juga dalam proses pembagian warisan. Sama halnya dengan hukum 

waris barat, hukum waris adat Toraja juga berlaku jika ada yang meninggal. Sehingga sistem 

pembagian warisan secara hukum adat di Toraja sangat erat kaitannya dengan proses kematian, 

hukum adat lebih dipilih untuk diberlakukan dibandingkan dengan hukum positif.  

Berbicara mengenai sistem kewarisan adat Toraja, di sana terdapat keunikan tersendiri 

yang tidak ditemukan di tempat lain. Ketika ada yang meninggal (pewaris) prosesi upacara adat 

menjadi bagian yang sangat penting. Hal itu disebabkan karena masyarakat Toraja 

menyumbangkan banyak materi yang dalam wujud hewan, yakni kerbau dan babi. Pembagian 

warisan juga ditentukan dari peranannya ketika upacara kematian pewaris sementara 

berlangsung. Besar atau kecilnya peranan dan jumlah potongan kerbau serta babi menjadi sala 

satu patokan dalam pe.mbagian warisan. Singkatnya, bagian warisan yang akan dite.rima dapat 

dilihat dari se.be.rapa be.sar pe.masukan (ke.rbau dan babi yang dikorbankan dalam upacara 

ke.matiann pe.waris). 

Siste.m Pe.mbagian warisan se.pe.rti inilah yang me.nurut pe.nulis me.narik untuk dite.liti. 

Pe.ne.ntuan be.sar ke.cilnya bagian yang didapat dari warisan dite.ntukan dari jasa dan jumlah 

potongan he.wan. Me.skipun de.mikian zaman te.lah mode.rn, namun ke.te.ntuan se.pe.rti ini masih 

dibe.rlakukan dan dipe.gang te.guh ole.h masyarakat. Pe.nulis me.rasa te.rtarik untuk me.ne.liti le.bih 

jauh lagi me.nge.nai siste.m pe.mbagian warisan me.nurut hukum adat Toraja se.pe.rti yang 

dipaparkan di atas. 

 

METODE PENELITIAN 

 Me.tode. pe.ne.litian me.rupakan kompone.n pe.nting yang me.nje.laskan pe.nde.katan 

siste.matis dalam me.lakukan pe.ne.litian ini me.nggunakan je.nis pe.ne.litian yuridis normatif. 

be.rfokus pada studi ke.pustakaan.3  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pe.ngaturan  pe.mbagian harta warisan be.rdasarkan hukum adat Toraja? 

2. Bagaimanakah pe.nye.le.saian se.ngke.ta pe.mbagian harta warisan be.rdasarkan hukum 

adat Toraja? 

 

 

 
3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14 
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Tujuan Penelitin  

a. Untuk me.nge.tahui pe.raturan pe.mbagian harta warisan be.rdasarkan hukum adat Toraja. 

b. Untuk Me.nge.tahui pe.nye.le.saian se.ngke.ta pe.mbagian harta warisan be.rdasarkan hukum 

adat Toraja. 

Bahan Hukum 

1. Sumbe.r bahan prime.r dalam pe.ne.litian ini yaitu .Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 

1945, KUHPe.rdata, Hukum Adat, Hukum Waris 

2. Sumbe.r bahan se.kunde.r dalam pe.ne.litian ini me.liputi :Buku, jurnal dan, artike.l 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja 

Suku Toraja me.lakukan pe.mbagian warisan be.rdasarkan hukum adat. Pe.warisan harta 

dilakukan dalam be.ntuk pe.mbagian harta waris dari pe.waris. Pe.warisan juga digunakan untuk 

me.ne.ntukan prose.s pe.laksanaan upacara adat ke.matian pe.waris. Anak-anak dari pe.waris 

me.miliki hak untuk me.mpe.role.h harta warisan de.ngan be.rdasarkan pada banyaknya jumlah 

pe.nye.mbe.lihan ke.rbau dan babi. Jumlah warisan yang dipe.role.h dise.suaikan de.ngan 

banyaknya ke.rbau yang dise.mbe.lih ole.h anak-anak yang me.njadi ahli waris.  

Be.rdasarkan siste.m pe.mbagian warisan warisan di Toraja di ke.nal dua cara pe.mbagian 

warisan yakni: 

1.  Ba’gi; yaitu pe .mbagian harta warisan pada saat pe.waris masih hidup, cara 

pe.mbagiannya se.te.ngah dari harta orang tua dibagikan ke.pada anak-anaknya dan 

dihadiri ole.h pe.nguasa adat se.bagai saksi dalam hal pe.mbagian warisan itu. 

2. Pa’tallang; yaitu prose .s pe.mbagian harta warisan yang dilakukan se.te.lah pe.waris 

me.ninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak be.rdasarkan jumlah pe.ngorbanan ( 

tanggung jawab) pada saat upacara adat ke.matian orang tua. Sisa dari harta orang tua 

se.te.lah me.lalui ba’gi ke.mudian me.njadi warisan dalam pa’tallang. Harta warisan 

ke.mudian dinilai (ditasse.re.’) dan dibagi se.suai pe.ngorbanan 

Siste.m ke.warisan yang dianut di Toraja hampir sama de.ngan be.be.rapa dae.rah lainnya di 

Indone.sia, diantaranya : 

1. Siste.m ke.turunan, yakni siste.m dimana se.se.orang me.ndapatkan warisan itu dari 

Tongkonan ayah juga ibunya (bukan hanya salah satunya).  

2. Siste.m pe.warisan individual, yakni siste.m dimana para waris be.rhak me.ndapatkan 

warisan se.bagai warisannya masing-masing di bawah pe.nguasaannya. 

3. Siste.m pe.warisan Mayorat, yakni se.se.orang me.ndapatkan pe.mindahan hak dalam hal 

ini pe.nguasaan harta yang tidak te.rbagi-bagi kare.na sudah me.njadi hak se.bagai anak 

te.rtua yang me.mpunyai tugas untuk me.mimpin ke.luarganya me.nggantikan posisi orang 

tuanya.4 

Me.nurut Dasius D. Rangan salah se.orang Ambe.’ Tondok be.rpe.ndapat bahwa 

me.mpe.rtimbangkan pe.ngorbanan se.tiap anak ke.pada orang tuanya pada saat ritual adalah 

pe.nde.katan te.rbaik untuk me.ncapai mufakat dan prose.s yang dise.ngaja dalam pe.mbagian 

warisan yang be.lum dibagi ole.h orang tua se.te.lah ke.matian. Se.lanjutnya harta yang be.lum 

dibagi didokume.ntasikan dan dibagi de.ngan utang dan piutang.5 

Ada tiga hal yang harus dipe.rhatikan se.bagai se.orang pe.ne.rima warisan yakni, pe.rtama 

pe.ngabdian ke.pada tongkonan orang tua, ke.dua pe.ngabdian ke.pada orang tua se.masa hidupnya 

dan juga pada waktu matinya/pe.makamannya dan te.rakhir adanya hak dan garis ke.turunan 

se.bagai hubungan darah. Ke.tiga aspe.k tidak dapat dilalaikan kare.na sifatnya saling 

be.rpe.ngaruh, kare.na se.orang pe.waris dapat hilang hak warisnya atau kurang hak pe.ne.rimaan 

 
4 Ellyne Dwi Poespasari, Hukum Adat Suku Toraja (Surabaya: IKAPI, 2019). 
5 Ellyne Dwi Poespasari SH, M. H. (2019). Hukum Adat Suku Toraja. Jakad Media Publishing. 
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warisan jika salah satu faktor te.rse.but tidak dipatuhi atau dilalaikan.6 Se.lain ke.tiga faktor 

diatas, kontribusi dalam se.buah ritual ke.matian orang tua juga be.rpe.ngaruh te.rhadap 

pe.mbagian warisan, se.hingga akhirnya pe.mbagian warisan sama te.tapi be.rbe.da (sama bangsia, 

tae.’ na susi).7 

Me.nurut Y.P. Mangiwa se.bagai Topare.ngnge., hanya se.paruh harta warisan yang akan 

dibagikan te.rgantung pe.ngorbanan yang dilakukan masing-masing orang tua jika harta te.rse.but 

be.lum dibagi ole.h orang tua ke.dua be.lah pihak. Orang tuanya yang masih hidup me.miliki sisa 

yang be.lum dibagi, dan me.re.ka me.nggunakannya untuk me.ncari nafkah. Harta yang te.rsisa 

akan dibagi pada saat ke.matian se.suai de.ngan kurban anak-anaknya. Pe.mbagiannya didasarkan 

pada pe.ngorbanan yang dise.but pa'tallang. Untuk pe.mbagian warisan, kami me.ncoba 

me.nawarkan pe.nguasa adat, pe.doman, dan re.kome.ndasi te.ntang cara pe.mbagian warisan.8 

Siste.m - siste.m pe.warisan yang digunakan suku Toraja diatur ole.h konve.nsi budaya 

dan tradisi pe.warisan yang digunakan suku Toraja diatur ole.h konve.nsi budaya dan tradisi. 

Me.skipun cara pe.ne.rapannya mungkin be.rbe.da untuk satu ke.luarga dan sub-suku te.rte.ntu, 

pe.mbagian warisan adat Toraja me.nganut siste.m ke.turunan matriline.al, artinya pe.warisan dan 

ke.turunan dite.ntukan ole.h garis ke.turunan ibu. Ole.h kare.na itu, anak pe.re.mpuan se.ring kali 

me.ndapat warisan dari ayah me.re.ka. Dalam Suku Toraja te.rdapat ritual adat, se.pe.rti rambu 

solo dan rancong, yang me.ngatur pe.mbagian warisan. Rambu Solo me.rupakan ritual 

pe.nguburan, se.dangkan Rancong me.rupakan upacara pe.rse.mbahan ke.pada le.luhur. Hak dan 

ke.te.rtiban waris dite.ntukan ole.h ke.dua ritual te.rse.but. Te.rdapat faktor dalam 

me.mpe.rtimbangkan yang dalam me.milih pe.ne.rus, se.pe.rti ke.se.tiaan, pre.stasi, dan pe.layanan 

ke.pada ke.luarga atau masyarakat dan ada pula faktor-faktor te.rte.ntu yang dapat me.nye.babkan 

pilihan te.rse.but me.nyimpang dari garis ke.turunan, se.hingga tidak se.lalu te.rjadi se.cara 

otomatis.9 

Martabat ke.luarga juga me.njadi pe.rtimbangan dalam pe.rhitungan warisan. Se.buah 

ke.luarga de.ngan ke.dudukan sosial yang kuat atau ke.luarga yang me.miliki dampak signifikan 

te.rhadap masyarakat dapat me.warisi se.bagian be.sar prope.rti. Pe.mbagian harta warisan sangat 

dipe.ngaruhi ole.h ritual adat. Pe.laksanaan ritual dan adat istiadat yang ce.rmat me.njamin bahwa 

se.gala se.suatunya dilakukan se.suai de.ngan tradisi. Bukan hanya tanah yang te.rmasuk dalam 

warisan, te.tapi juga harta be.nda lain se.pe.rti te.rnak, me.sin pe.rtanian, dan barang me.wah 

lainnya. Norma dan adat istiadat suku Toraja me.ngatur pe.mbagian ini. Pe.mbagian warisan 

se.ring kali dipe.ngaruhi dan dipe.rmudah ole.h tokoh adat, se.pe.rti pe.muka agama atau ke.pala 

adat yang dimana anggota masyarakat me.nghormati dan me.matuhi pilihan me.re.ka. 

Dalam ke.luarga inti, biasanya harta be.nda diwariskan se.bagai warisan dari orang tua 

ke.pada ke.turunannya. Hal ini me.njamin tidak adanya masalah atau pe.rse.lisihan di masa de.pan 

jika orang tua me.ninggal. Di Ke.camatan Se.se.an wilayah Tana Toraja, masyarakat me.ndapat 

harta be.rupa sawah dan ladang biasa, namun rumah tongkonan tidak diwariskan. Tindakan 

pe.mbe.rian warisan se.panjang hidup dise.but ba'gi. Ba'gi me.rupakan pe.mbe.rian adat yang dapat 

dilakukan kapan saja se.panjang hidup pe.waris. Pa'tallang be.rarti ladang yang be.lum digarap, 

te.rmasuk sawah, yang be.lum diwariskan ke.pada ke.turunannya. Se.te.lah ke.matian me.re.ka, 

anak-anak me.re.ka akan me.mbagi harta be.nda me.re.ka se.suai de.ngan be.sarnya pe.ngorbanan 

yang dilakukan ole.h masing-masing ahli waris pada saat ke.matiannya. Pa'tallang adalah prose.s 

pe.ne.ntuan jumlah he.wan yang akan dikorbankan dalam suatu upacara pe.nguburan. 

 
6  Tangdilintin, Toraja Dan Kebudayaannya. 
7 Nurul Ilmi Idrus, “Mana’ Dan Eanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di 

Masyarakat Toraja,” Etnografi Indonesia 1 (2016). 
8 Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU 

TORAJA. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 1(12), 91-100. 
9 Poespasari, E. D., SH, M., Usanti, T. P., & SH, M. (2020). Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat 

Suku Toraja. Jakad Media Publishing. 
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Se.lanjutnya, sisa sawah dan sawah yang be.lum te.rbagi dibagikan be.rdasarkan pe.rhitungan 

te.rse.but. Pe.mbagian harta warisan di Ke.camatan Se.se.an Kabupate.n Tana Toraja sangat e.rat 

kaitannya de.ngan pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rkaitan de.ngan harta waris. Aspe.k 

hukum e.rat kaitannya de.ngan yurisprude.nsi formal yang me.ne.ntukan hak dan tanggung jawab 

ahli waris se.te.lah pe.waris me.ninggal dunia.10 

B. Penyelesaian Sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja 

Institusi tradisional, se.bagai e.ntitas sosial, be.rke.mbang dan maju se.iring de.ngan 

masyarakat. Ke.lompok Toraja me.miliki warisan dan praktik budaya yang kaya, te.rmasuk 

siste.m hukum waris tradisional yang me.njadi dasar utama pe.ngalihan harta dan tanah. 

Le.mbaga adat Toraja be.rpe.ran pe.nting dalam me.le.starikan dan me.ne.gakkan prinsip-prinsip 

yang me.ngatur se.ngke.ta warisan. Ke.hadiran budaya Toraja me.mbe.rikan landasan untuk 

me.nye.le.saikan konflik warisan, te.rmasuk nilai-nilai tradisional, tata krama, dan prinsip 

ke.adilan. 

Ke.tika dihadapkan pada pe.rmasalahan yang timbul dari hukum adat, masyarakat 

biasanya me.mulai pe.rde.batan untuk be.rdiskusi se.cara ke.ke.luargaan dan me.ncapai ke.simpulan 

yang damai. Pe.rundingan dapat dilakukan di dalam lingkungan ke.luarga atau, jika dipe.rlukan, 

dapat didiskusikan dalam pe.rundingan pe.rdamaian tradisional yang diawasi ole.h le.mbaga adat. 

Konflik yang se.ring te.rjadi antar anggota satu ke.lompok ke.luarga (sangrapuan) me.me.rlukan 

upaya pe.nye.le.saian se.cara damai guna me.njaga ke.harmonisan dan ke.utuhan hubungan 

ke.luarga. Pe.rusahaan konve.nsional te.rdiri dari be.rikut ini:11 

a. Ke.dudukan Pe.mimpin Adat (To Pare.nge.') me.rupakan pe.ranan yang diwariskan dan 

diwariskan dari ge.ne.rasi ke. ge.ne.rasi be.rikutnya dalam suatu ke.luarga tongkonan. 

Ke.we.nangan adat yang dise.but To Pare.nge.' te.rle.tak di se.tiap tongkonan. Wali yang 

ditunjuk, dipilih ole.h ke.luarga, me.mpunyai tugas me.ngawasi dan me.njaga harta 

warisan ke.luarga, se.pe.rti banua tongkonan dan barang warisan lainnya, untuk 

me.njamin ke.le.stariannya dan me.nce.gah fragme.ntasi. Tugas ini be.rtanggung jawab 

untuk me.njaga ke.kompakan se.luruh ke.luarga. 

b. Hakim adat se.ngaja dipilih ole.h pe.me.rintah untuk me.ngawasi dan me.nye.le.saikan 

konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat be.rdasarkan hukum adat yang be.rlaku, 

baik yang me.nyangkut pe.rmasalahan pe.rdata maupun pe.rmasalahan lainnya.  

Bupati Tana Toraja me.nggagas kampanye. pe.nge.mbangan hakim adat yang diawasi ole.h 

Badan Pe.mbe.rdayaan Masyarakat dan Pe.me.rintahan Le.mbang (BPMPL). Bupati Kabupate.n 

Tana Toraja be.ke.rja sama de.ngan BPMPL te.lah me.ngarahkan pe.me.rintah ke.camatan dan 

pe.me.rintah Le.mbang/ke.lurahan untuk me.ngide.ntifikasi tokoh masyarakat yang dianggap 

layak untuk diangkat me.njadi hakim adat baik di tingkat Le.mbang/ke.lurahan maupun 

ke.camatan. Kualifikasi se.be.narnya dari hakim tradisional diuraikan di bawah ini: 

1. Tokoh yang aktif be.rpe.ran dalam masyarakat;  

2. Me.miliki inte.gritas dan pe.nge.tahuan luas me.nge.nai adat-istiadat; dan  

3. Me.miliki ke.cakapan dalam hal me.nganalisa suatu pe.rmasalahan.  

Se.lanjutnya tokoh masyarakat yang te.lah disahkan ole.h pe.me.rintah ke.camatan dan 

pe.me.rintah Le.mbang/ke.lurahan dipe.rke.nalkan ke. BPMPL dan se.lanjutnya dirujuk ke. Bupati 

Kabupate.n Tana Toraja untuk dinilai dan dite.tapkan se.cara re.smi se.bagai hakim adat. Prose.s 

ini dilakukan de.ngan me.nge.luarkan Surat Ke.putusan Bupati Kabupate.n Tana Toraja. Tujuan 

dari pe.nciptaan ini adalah untuk me.mbe.rdayakan dan me.ningkatkan partisipasi hakim adat di 

tingkat ke.camatan dan Le.mbang/ke.lurahan dalam me.me.diasi dan me.nye.le.saikan 

pe.rmasalahan masyarakat, de.ngan tujuan akhir untuk me.mbangun ke.te.rtiban dan ke.damaian. 

 
10 Rita Tuken. (2020). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja. AGMA. h. 20 
11 Siti Hardiyanti Akbar. (2015). Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah  

Adat Tongkonan Di Kabupaten. Universitas Hasanuddin. h. 66 
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Pe.rbe.daan tugas dan jabatan antara hakim adat di tingkat ke.camatan de.ngan hakim adat di 

tingkat le.mbaga/ke.lurahan dapat diringkas se.bagai be.rikut:12 

a. Tanggung jawab dan pe.ran utama hakim pe.rdamaian konve.nsional di tingkat 

ke.camatan me.liputi pe.nce.gahan konflik dalam masyarakat, ke.rjasama de.ngan camat, 

camat, camat Le.mbang/lurah, dan pihak te.rkait lainnya untuk me.ngatasi dan 

me.nye.le.saikan masalah, me.diasi atau re.konsiliasi pe.rmasalahan yang be.lum 

te.rse.le.saikan di tingkat Le.mbang/ke.lurahan, dan pe.le.starian norma hukum dan budaya 

di wilayah ke.camatan. 

b. Me.diator pe.nye.le.saian adat di tingkat Le.mbang/ke.lurahan me.mpunyai tugas dan 

tanggung jawab me.mbe.rikan ke.te.ladanan pe.rilaku di masyarakat. Be.rkolaborasi 

de.ngan Bupati Le.mbang untuk me.ngatasi pe.rmasalahan, Me.mastikan pe.nce.gahan 

konflik dalam masyarakat, Te.rlibat dalam prose.dur me.diasi atau re.konsiliasi yang 

se.jalan de.ngan tradisi adat, Me.mastikan hak-hak dan ke.se.jahte.raan masyarakat te.rjaga 

dan maju, Me.ne.gakkan prinsip-prinsip hukum dan pe.raturan, Pe.le.starian hukum adat 

dalam masyarakat, dan Te.rlibat dalam kolaborasi de.ngan pe.mangku ke.pe.ntingan di 

Kabupate.n Le.mbang untuk se.cara e.fe.ktif me.ngatasi dan me.nye.le.saikan be.rbagai 

pe.rmasalahan. 

Tujuan utama le.mbaga adat adalah untuk me.nye.de.rhanakan prose.s pe.nye.le.saian 

pe.rmasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila se.se.orang me.rasa 

dirinya dirugikan dalam pe.mbagian harta warisan, maka ia me.mpunyai pilihan untuk 

me.nyampaikan ke.luhannya ke.pada le.mbaga adat dan pe.me.rintah dae.rah. Se.cara khusus, 

individu dapat me.nde.kati me.diator pe.rdamaian tradisional di tingkat ke.camatan atau 

le.mbang/ke.lurahan. Pe.rbe.daan pe.ndapat yang te.rjadi di masyarakat De.sa To Pare.ngnge.' 

me.nuntut ke.te.rlibatan para te.tua adat dan ke.pala dae.rah yang be.rtindak se.bagai pe.jabat 

pe.me.rintah. Me.re.ka be.rtanggung jawab untuk me.mfasilitasi diskusi dan be.rusaha me.ncapai 

ke.simpulan. Ke.tika individu be.rhasil me.ncapai re.konsiliasi, konse.p me.nang atau kalah 

me.njadi tidak re.le.van lagi. Tujuan utamanya adalah me.mpe.rte.mukan orang-orang yang te.rlibat 

konflik. 

Pe.ndistribusian warisan te.rkadang me.ngalami ke.sulitan kare.na pe.ne.rimanya me.nganggap 

pe.mbagian te.rse.but tidak adil, be.rdasarkan e.valuasi yang dilakukan ole.h To Pare.ngnge.'. Ole.h 

kare.na itu, ke.hadiran hakim adat yang be.rsifat me.ndamaikan sangat dipe.rlukan. Apabila be.lum 

te.rcapai pe.nye.le.saian, maka diajukan ke. Le.mbaga Adat Pe.rdamaian Le.mbang/Kabupate.n yang 

diawasi ole.h Hakim Adat Pe.rdamaian tingkat Le.mbang/ke.lurahan be.ke.rjasama de.ngan To 

Pare.ngnge.'. Jika masalah ini te.rus be.rlanjut, se.baiknya Anda pe.rgi ke. Le.mbaga Adat 

Pe.rdamaian Kabupate.n. Dalam le.mbaga-le.mbaga pe.rdamaian tradisional yang te.lah 

dise.butkan se.be.lumnya, konse.p me.nang atau kalah tidak ada. Namun tujuan utamanya se.mata-

mata untuk me.ncapai re.konsiliasi. Jika salah satu pe.ne.rima manfaat me.nolak untuk me.ngakui 

pakta pe.rdamaian, pe.rmasalahannya dapat dibawa ke. pe.ngadilan.13 

 

KESIMPULAN 

1. Be.rdasarkan siste.m pe.mbagian warisan warisan suku Toraja di ke.nal dua be.ntuk cara 

pe.mbagian warisan yakni: Ba’gi; yaitu pe.mbagian harta warisan pada saat pe.waris masih 

hidup, cara pe.mbagiannya se.te.ngah dari harta orang tua dibagikan ke.pada anak-anaknya 

dan dihadiri ole.h pe.nguasa adat se.bagai saksi dalam hal pe.mbagian warisan itu. Pa’tallang; 

yaitu prose.s pe.mbagian harta warisan yang dilakukan se.te.lah pe.waris me.ninggal dunia dan 

bagian yang didapatkan anak be.rdasarkan jumlah ssspe.ngorbanan ( tanggung jawab) pada 

saat upacara adat ke.matian orang tua. Sisa dari harta orang tua se.te.lah me.lalui ba’gi 

 
12 Ibid. h. 69 
13 Rita Tuken. Op.Cit. h. 70 
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ke.mudian me.njadi warisan dalam pa’tallang. Harta warisan ke .mudian dinilai (ditasse.re.’) 

dan dibagi se.suai pe.ngorbanan. 

2. Pe.nye.le.saian Se.ngke.ta pe.mbagian harta warisan be.rdasarkan hukum adat Toraja Pe.mbagian 

warisan di Ke.camatan Se.se.an be.rcirikan se.de.rhana dan je.las. Ke.sulitan me.le.kat yang se.ring 

te.rjadi adalah pe.nugasan ke.rbau yang akan dipe.runtukkan untuk ke.pe.rluan kurban ke.pada 

ahli waris. . Harta milik ahli waris dibagikan be.rdasarkan be.sar ke.cilnya pe.ngorbanan yang 

dilakukannya untuk ahli warisnya se.ndiri. Aturan adat Toraja tidak me.ne.ntukan se.cara pasti 

jumlah he.wan kurban yang dibutuhkan untuk me.ndapatkan se.bidang sawah atau ladang. 

Se.baliknya, hal itu dite.ntukan ole.h pe.nguasa tradisional de.ngan suatu pe.rkiraan yang 

dike.nal se.bagai “ditasse.re.”. Pe.rkiraan ini dihasilkan me.lalui prose.s kolaboratif yang 

me.libatkan tokoh adat, pe.jabat pe.me.rintah dae.rah, dan se.luruh ahli waris te.rkait, se.hingga 

me.nghasilkan ke.se.pakatan be.rdasarkan konse.nsus. 
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